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. Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru
Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah
JABODETABEK Dan Wilayah Dengan Status Zona
Merah COVID-19

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Se — Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tanggal

07 September 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami

sampaikan untuk Pengadilan wilayah JABODETABEK dan wilayah dengan status zona

merah COVID-19 berdasarkan ketetapan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan/atau

ketetapan Kepala Daerah setempat agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Pimpinan Satuan Kerja menetapkan dan mengatur pembagian shift kerja dengan

mekanisme sebagai berikut:

a.

Mengatur hakim dan aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor
dan/atau di rumah secara selektif sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2020 dan perubahannya sampai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 8 Tahun 2020;

Mengatur jumlah hakim dan aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor
berdasarkan pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi (zona merah COVID-
19) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah hakim dan aparatur pada
satuan kerja;

Bahwa pengaturan tentang zona kabupaten/kota selain berkategori risiko tinggi (zona
merah COVID-19) mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam
Tatanan Normal Baru.

Selain perubahan sebagaimana disebutkan pada angka 1, maka Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya sampai dengan Surat
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Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 masih tetap berlaku dan merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan sepanjang tidak bertentangan.

3. Melaporkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Satuan Kerja terkait
pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 ke Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Barat.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr Wb
Ketua?"

/

" h.M. Taufiq HZ. =

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Jakarta.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

4 September 2020

Yth. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;

Bapak Sekretaris Kabinet;

Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;

Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
Bapak/lbu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
Bapak/lbu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik; '
Bapak/Ibu Gubernur;

Bapak/Ibu Bupati; dan

Bapak/Ibu Walikota.
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SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: ¢7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU

1. Memperhatikan status penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia
dan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta mengurangi risiko penularan yang
dapat terjadi di lingkungan kantor Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk
melakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil

Negara dalam Tatanan Normal Baru.
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2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penambahan substansi pada

huruf D angka 2 Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja

Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, sebagai berikut:

a.

Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah mengatur

jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di

rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan

Tugas Penanganan Covid-19.

Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai

berikut:

1)

2)

4)

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori
tidak terdampak/tidak ada kasus, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat
mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work

from office) paling banyak 100% (seratus persen).

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori
risiko rendah, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai
yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak

75% (tujuh puluh lima persen) pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori
risiko sedang, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai
yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak

50% (lima puluh persen) pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori
risiko tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai
yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak

25% (dua puluh lima persen) pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja

Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, masih tetap berlaku dan

merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.
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Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan
kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Tembusan Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan

3. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
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